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Abstrak 

Pelayanan publik yang baik di Indonesia adalah dengan menyelenggarakan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Seperti Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) Kecamatan Sukodono yang 

diresmikan untuk menanggulangi masalah yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo. 

Satu-satunya Kecamatan di Indonesia dengan Mall Pelayanan Publik yang diresmikan oleh 

MENPANRB adalah Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Mini Mall Pelayanan Publik 

Kecamatan Sukodono ini memiliki 10 jenis dengan berbagai macam pelayanan yaitu, 

Dispendukcapil, Bank Jatim, Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat, Pos Indonesia, BPJS 

Kesehatan, KUA, DPMPTSP, BPPD, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Delta Artha, Samsat. Akan 

tetapi pada pelaksanaannya masih ditemui adanya masalah dan keluhan dari masyarakat pengguna 

layanan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan 

publik di Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

Provinsi Jwa Timur. Penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi, dokumentasi. 

Hasil yang didapatkan peneliti ialah pada Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) Kecamatan 

Sukodono Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ini terbilang sudah cukup dikatakan kualitas 

namun harus terus melakukan perbaikan pada dimensi reliability, responsiviness, assurance, 

empathy. Kesimpulannya adalah Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) Kecamatan Sukodono 

sapat dikatakan cukup berkualitas, hanya saja dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa 
kendala yang meyebabkan terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) 

PENDAHULUAN 

Negara adalah wilayah dengan otoritas 

hukum tertinggi. Salah satu tugas utama negara 

terhadap warganya adalah memberikan 

pelayanan publik. Indonesia merupakan salah 

satu negara berkembang yang mengutamakan 

pelayanan publik sebagai aspek atau wilayah 

atau daerah yang perlu perbaikan. Pemerintah 

sebagai penyelenggara pelayanan publik harus 

berupaya semaksimal mungkin untuk mampu 

memberikan pelayanan yang terbaik, karena 

kepuasan masyarakat menjadi indikatornya dan 

mengukur keberhasilan pelayanan yang 

diberikan, dalam hal ini pemerintah 

mengembangkan pelayanan publik secara 

maksimal dari segi kuantitas dan kualitas.  

Pelayanan publik pelayanan yang harus 

diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakatnya, ada berbagai jenis pelayanan 

publik, seperti pelayanan barang publik, 

layanan pemerintah, dan pelayanan jasa publik. 

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan 

dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara 

negara (Sinambela, 2008). Pemerintah 

bertanggung jawab untuk memberikan 

pelayanan publik kepada masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009, Pasal 1 ayat (1) tentang Pelayanan Publik 
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menyatakan bahwa kegiatan untuk memenuhi 

kebutuhan pelayanan seluruh warga negara 

dalam barang, jasa, dan pelayanan pemerintah 

diselenggarkan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. Pelayanan publik memegang peranan 

penting dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Semakin banyak pelayanan publik 

yang diberikan kepada masyakat maka 

masyarakat akan semakin membaik. Saat ini, 

teknologi diciptakan untuk mempermudah dan 

meningkatkan kualitas kebutuhan manusia. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab 

untuk melayani masyarakat dengan sebaik-

baiknya guna menciptakan kesejahteraan 

masyarakat. Pelayanan terbaik adalah 

pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan 

menjadi kunci yang selalu dijaga oleh 

pemerintahan karena akan mencerminkan juga 

kualitas pemerintah.   

 Pelayanan publik yang berkualitas atau 

pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang 

memenuhi standar kualitas pelayanan. Standar 

pelayanan merupakan standar yang digunakan 

sebagai pedoman bagi penyedia layanan dan 

penilaian kualitas pelayanan kepada 

masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Nomor 

15 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, 

komponen standar pelayanan yang terkait 

dengan proses pemberian pelayanan meliputi 

persyaratan, tata cara, syarat pelayanan, biaya, 

produk pelayanan dan penanganan pengaduan. 

Jika suatu instansi pemerintah dan organisasi 

lain dapat menerapkan standar kualitas 

tersebut, maka instansi dan organisasi 

pemerintah tersebut dikatakan memberikan 

pelayanan yang berkualitas baik. Peningkatan 

kualitas pelayanan publik merupakan salah satu 

isu terpenting. Negara sebagai penyelenggara 

pelayanan publik diharapkan bertanggung 

jawab dan terus berinovasi untuk menciptakan 

peningkatan pelayanan yang baik. Keberhasilan 

pelayanan publik yang baik dapat diukur dari 

kepuasan masyarakat terhadap kinerja 

pemerintah. Oleh karena itu, pemenuhan 

kebutuhan masyarakat menjadi tujuan utama 

dan harus dimaksimalkan dari segi mutu dan 

kualitas.  

 Kualitas pelayanan yang baik akan 

meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan 

yang puas juga melihat apakah kualitas 

pelayanan yang diberikan memenuhi harapan 

atau tidak (Pasuraman, 1990). Kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

harus jauh lebih baik dari yang diharapkan agar 

pelanggan tidak kecewa. Pengukuran kualitas 

pelayanan secara umum dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode serqual, yaitu 

istilah dari service quality yang telah 

dikembangkan oleh Parasuraman, Zethaml, dan 

Berry. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan 

lima dimensi, yaitu: Tangible (Berwujud), 

Reliability (Kehandalan), Responsiviness 

(Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan 

Empathy (Empati).  

  Kualitas berkaitan erat dengan 

kepuasan konsumen (Tjiptono, 2000). Kualitas 

mendorong masyarakat untuk membangun 

hubungan yang kuat dengan lembaga atau 

instansi penyedia layanan. Kepuasan 

Masyarakat merupakan prioritas utama yang 

harus diperhatikan oleh penyedia pelayanan 

publik, karena kepuasan masyarakat akan 

menentukan keberhasilan pemerintahan dalam 

memberikan pelayanan publik. Definisi 

kepuasan masyarakat sering disamaartikan 

dengan definisi kepuasan pelanggan atau 

kepuasan konsumen, perbedaannya adalah 

siapa penyedia pelayanan tersebut. 

 Hal terpenting dalam pelayanan publik 

yaitu selalu mengutamakan kepentingan 

masyarakat pelanggan dalam rangka 

mewujudkan pelayanan publik yang 

berkualitas. Namun realitanya ketidakpuasan 

masyarakat terhadap berbagai persoalan dan 

diskriminasi dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik masih terus berlanjut. Pada tahun 2021, 

jumlah pengaduan masyarakat yang tercatat di 

Omsbusman RI sebanyak 7.186 laporan dan 

pemerintah daerah (Pemda) yang paling banyak 

melaporkan sebanyak 40,99%. Ketua 
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Ombudsman, berpendapat sepanjang tahun 

2021 jumlah pengaduan masyarakat terkait 

dugaan maladminstrasi sebanyak 7.186. 

Laporan tersebut terdiri 6.176 laporan regular, 

835 laporan respon cepat, dan 175 laporan 

investigasi atas prakarsa sendiri. (Kepala Biro 

Humas dan TI Ombudsman RI, 2022). 

Mengingat banyaknya pengaduan masyarakat 

tentang pelayanan publik di Indonesia 

khususnya pada pemerintahan daerah, maka 

pelu adanya perubahan tata cara pengelolaan 

pelayanan publik disetiap daerah. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Sistem 

desentalisasi yang memfasilitasi setiap daerah 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

di setiap daerah.  

 Penyedia instansi pemerintah daerah 

seperti Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) 

Kecamatan Sukodono merupakan satu-satunya 

kantor kecamatan di Indonesia yang memiliki 

Mall Pelayanan Publik di dalamnya dan 

diresmikan oleh MENPANRB.  Mini Mall 

Pelayanan (MMPP) merupakan replikasi dari 

MPP Kabupaten Sidoarjo yang merupakan 

tempat terselenggaranya pelayanan publik dan 

pelayanan administrasi.  

Deputi bidang Pelayanan Publik 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah 

Natalisa bersama dengan Bupati Sidoarjo 

Achmad Zaini meresmikan Mini Mal 

Pelayanan Publik Kecamatan Sukodono pada 

10 September 2020. Mini Mall Pelayanan 

Publik (MMPP) kecamatan sukodono memiliki 

pelayanan yang sama dengan Mall Pelayanan 

Publik Sidoarjo hanya yang membedakan 

adalah di tingkat kecamatan dan Kabupaten. 

Kecamatan sukodono terpilih sebagai 

kecamatan penyedia Mini Mall Pelayanan 

Publik (MMPP) karena kecamatan Sukodono 

telah Menyandang Predikat ZI (Zona Integritas) 

dan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) menuju ke 

WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani) dan lokasi yang strategis untuk 

menerapkan inovasi MMPP. Mini Mall 

Pelayanan Publik Kecamatan Sukodono ini 

memiliki 10 jenis dengan berbagai macam 

pelayanan yaitu:  

  

Gambar 1.1 Jenis Pelayanan di MMPP 

(bersumber Website Kecamatan Sukodono) 

 

 Menurut gambar diatas maka dapat 

disimpulkan bahwa di Kecamatan Sukodono 

memiliki 10 jenis dan instansi yang ada pada 

Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) antara 

lain yaitu Dispendukcapil, Bank Jatim, 

Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat, Pos 

Indonesia, BPJS Kesehatan, KUA, DPMPTSP, 

BPPD, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Delta 

Artha, Samsat. Tujuan dengan adanya Mini 

Mall Pelayanan Kecamatan Sukodono adalah 

memberikan kemudahan, kecepatan, 

keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan 

kepada masyarakat dalam menerima pelayanan, 

namun berdasarkan pengamatan penulis, masih 

banyak keluhan dari masyarakat Sukodono dan 

sekitarnya.  

 
Gambar 1.2 Ulasan Masyarakat (bersumber 

dari internet) 

 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa 

beberapa kritikan atau ulasan dari masyarakat 

tentang layanan yang diberikan  Mini Mall 

Pelayanan Publik Sukodono. Mini Mal 

Pelayanan Publik masih mendapatkan bintang 

2,7 dari ke 5 bintang yang artinya belum 

sepenuhnya dikatakan baik. Keluhan lain yang 
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diungkapkan masyarakat yaitu adanya 

ketidakpastian waktu sehingga mengakibatkan 

rendahnya kualitas pelayanan. Masalah 

pertama, termasuk dalam dimensi (Reliability) 

belum adanya Standar Pelayanan di dalam Mini 

Mal Pelayanan Publik (MMPP). Untuk disetiap 

booth nya sudah ada Standar Pelayanan seperti 

booth Dispendukcapi, Bank Jatim, BPR Deltha 

Artha dan ke delapan booth lainnya. Kemudian 

masih ada keluhan dari masyarakat tentang 

waktu yang kurang tepat dalam melakukan 

proses pelayanan, ini termasuk kedalam 

dimensi (Responsiviness). Kemudian yang 

terakhir adalah tentang sikap ramah dari para 

pegawai, ini termasuk dalam dimensi 

(Empathy). 

 Dengan mempertimbangkan bagian dari 

uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di Mini Mall Pelayanan Publik 

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

kualitas Mini Mall Pelayanan Publik di 

Kecamatan Sukodono. Alasan peneliti 

melakukan penelitian ini karena Mini Mall 

Pelayanan Publik Kecamatan Sukodono adalah 

terobosan pertama ditingkat Kecamatan yang 

mempunyai Mini Mall Pelayanan Publik dan 

baru berjalan kurang lebih selama 2 tahun, akan 

tetapi masyarakat masih mengeluh tentang 

pelayanan yang diberikan oleh MMPP sesuai 

uraian diatas untuk meneliti dan menilai 

kualitas pelayanan Mini Mal pelayanan Publik 

(MMPP), maka dari itu peneliti melakukan 

penelitian  dengan judul “Kualitas Pelayanan di 

Mini Mal Pelayanan Publik (MMPP) 

Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo 

Kabupaten Sidoarjo”  

 

LANDASAN TEORI 

Penelitian ini mendasar kepada analisis dan 

konsep yang memeiliki keterkaitan dengan 

fokus penelitian. 

1. Pelayanan Publik  

 Pelayanan publik diartikan, pemberian 

pelayanan (melayani) keperluan orang atau 

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 

tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya 

menurut Kepmenpan 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai 

upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dengan 

demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan 

keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh 

penyelenggara Negara. Negara didikan oleh 

publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan 

agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

Menurut (H.A.S Moenir, 2002) 

pelayanan publik merupakan proses 

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang 

lain secara langsung. Pelayanan yang 

diperlukan manusia pada dasarnya ada dua 

jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi 

sebagai manusia dan layanan administrasi yang 

diberikan oleh orang lain selaku organisasi, 

baik itu organisasi massa atau negara. Beberapa 

faktor pemting yang harus diperhatikan yakni :  

1. Faktor kesadaran  

Kesadaran menunjukkan suatu keadaan 

pada jiwa seseorang yaitu merupakan 

titik temu atau equilibrium dari berbagai 

pertimbangan sehingga diperoleh suatu 

keyakinan, ketenagan, ketetapan hati 

dan keseimbangan jiwa yang 

bersangkutan.  

2. Faktor aturan  

Perangkat penting dalam segala 

tindakan dan perbuatan orang. Makin 

maju dan majemuk suatu masyarakat 

semakin besar peranan aturan dan dapat 

dikatakan orang tidak tidak dapat hidup 

layak dan tenang tanpa aturan.  

3. Faktor organisasi  

Organisasi pelayanan pada dasarnya 

tidak berbeda dengan organisasi pada 

umumnya, namun ada perbedaan sedikit 

dalam penerapannya karena 
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sasanpelayanan ditunjukan secara 

khusus kepada manusia yang 

mempunyai watak dan kehendak multi 

kompleks.  

4. Faktor pendapatan  

Seluruh penerima seseorang sebagai 

imbalan atas tenaga dan pikiran yang 

telah dicurahkan untuk orang lain atau 

badan organisasi, baik dalam bentuk 

uang maupun fasilitas dalam jangka 

waktu tertentu.  

5. Faktor kemampuan dan keterampilan  

Kemampuan berasal dari dasar mampu 

yang dalam hubungan dengan tugas 

atau pekerjaan sehungga menghasilkan 

barang atau jasa sesuai dengan yang 

diharapkan. Keterampilan adalah 

kemampuan melaksanakan tugas atau 

pekerjaan dengan menggunakan 

anggota badan dan peralatan kerja yang 

tersedia.  

6. Faktor Sarana Pelayanan  

Segala jenis peralatan kerja dan fasilitas 

lain yang berfungsi sebagai alat utama 

atau pembantu anggota badan peralatan 

kerja yang tersedia.  

2. Kualitas Pelayanan Publik  

Definisi kualitas pelayanan berpusat 

pada upaya penambahan kebutuhan dan 
keinginan pelanggan serta ketepatan 

penyampaiannya untuk mengimbangi harapan 

pelanggan. Menurut Goetsch dan Davis dalam 

(Hardiyansyah, 2011) membuat definisi 

mengenai kualitas merupakan suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, 

jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan, juga dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan 

dengan teepunuhinya harapan atau kebutuhan 

pelanggan, dimana pelayanan dikatakan 

berkualitas apabila dapat menyediakan produk 

dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan harapan 

pelanggan. Sedangkan menurut Ibrahim dalam 

(Hardiyansyah, 2011) kualitas pelayanan 

publik merupakan suatu kondisi dinamis yang 

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, 

proses dan lingkungan dimana penilaian 

kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya 

pemberian pelayanan publik tersebut. Kualitas 

pelayanan adalah kegiatan pelayanan yang 

diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik 

yang mampu memenuhi harapan, keinginan 

dan kebutuhan serta mampu memberikan 

kepuasan kepada masyarakat luas. 

Untuk dapat menilai sejauh mana 

kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh 

aparatur pemerintah, perlu ada kriteria yang 

menunjukkan apakah suatu pelayanan publik 

yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk, 

berkualitas atau tidak. Menurut Zeithaml dkk 

(1990) dalam (Hardiyansyah, 2011) 

berpendapat SERVQUAL merupakan suatu 

metode yang diturunkan secara empiris yang 

dapat digunakan oleh organisasi pelayanan 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 

Metode ini meliputi pengembangan 

pemahaman mengenai kebutuhan layanan yang 

dirasakan oleh pelanggan.  

Menurut (Parasuraman, Valarie A., 

Zeithmal, 1990), Kualitas Pelayanan dapat 

diukur dari 5 dimensi, yaitu Tangibel 

(Berwujud), Reliability (Kehandalan), 

Responsiviness (Ketanggapan), Assurance 

(Jaminan), dan Empathy (Empati). Masing-

masing dimensi memiliki indikator-indikator 
sebagai berikut:  

1. Dimensi Tangibel (berwujud), terdiri 

atas indikator : 

a. Penampilan petugas aparatur dalam 

melayani pelanggan 

b. Kenyamanan tempat melakukan 

pelayanan  

c. Kemudahan dalam proses 

pelayanan  

d. Kedisiplinan petugas atau aparatur 

dalam melakukan pelayanan  

e. Penggunaan alat bantu dalam 

pelayanan  

2. Dimensi Reliability (Kehandalan), 

terdiri atas indikator :  

a. Kecermatan petugas dalam 

melayani pelanggan  
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b. Kemampuan petugas atau aparatur 

dalam menggunakan alat bantu 

pelayanan 

c. Keahlian petugas dalam 

menggunakan alat bantu dalam 

proses pelayanan 

3. Dimensi Responsiviness 

(Respon/ketanggapan), terdiri atas 

indikator :  

a. Merespon setiap pelanggan atau 

pemohon yang ingin mendapatkan 

pelayanan  

b. Petugas atau aparatur melakukan 

pelayanan dengan cepat dan tepat 

c. Petugas atau aparatur melakukan 

pelayanan dengan waktu yang tepat  

d. Semua keluhan pelanggan direspon 

oleh petugas  

4. Dimesnsi Assurance (Jaminan), terdiri 

atas indikator :  

a. Petugas memberikan jaminan tepat 

waktu dalam pelayanan  

b. Petugas memberikan jaminan 

kepastian biaya dalam pelayanan  

5. Dimensi Empathy (Empati), terdiri atas 

indikator :  

a. mendahulukan kepentingan 

pemohon atau pelanggan  

b. petugas melayani dengan sikap 

ramah dan sopan santun  

c. petugas melayani dan menghargai 

setiap pelanggan 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian metode sangat diperlukan 

dalam suatu penelitian ilmiah, sebab metode 

merupakan cara untuk mencapai tujuan. 

Metode pada dasarnya berarti cara yang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan. Oleh 

karena itu, tujuan umum penelitian adalah 

untuk mengungkap masalah, maka langkah-

langkah yang akan ditempuh harus relevan 

dengan masalah yang telah dirumuskan. Jenis 

penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

metode kualitatif dengan jenis pendekatan 

deskriptif. Menurut (Moleong, 2017) 

menyebutkan bahwa metode kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Menurut (Moleong, 2017) deskriptif adalah 

data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka, hal itu 

disebabkan oleh adanya penerapan metedoe 

kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang terselidiki.  

Terdapat lima indikator yang menjadi 

fokus peneliti yaitu, Tangible, Reliabelity, 

Responsiviness, Assurance, Emphaty Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder, menurut 

(Sugiyono, 2019) disebutkan bahwa:   

1. Data Primer  

Data primer adalah sumber data 

yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tidak melalui media 

perantara). Data primer dapat 

berupa opini subyek (orang) secara 

individual atau kelompok, dan 

observasi. Metode yang digunakan 

untuk mendapatkan data primer 

yaitu metode wawancara dan 

observasi. Yang dilakukan oleh 

penelitian yaitu observasi 

(pengamatan), wawancara, 

mengenai kualitas pelayanan 

beserta masalah yang dihadapi.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh 

dan dicatat oleh pihak lain). Data 

sekunder umumnya berupa bukti, 

catatan atau laporan historis yang 

telah dalam arsip. Data sekunder 



Vol.4 No.2 Juli 2023  295 
……………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………... 

ISSN 2722-9475 (Cetak)  Jurnal Inovasi Penelitian 

ISSN 2722-9467 (Online)   

yang diperoleh peneliti berupa 

laporan-laporan dan informasi 

dalam bentuk dokumen yang 

berasal dari Mini Mall Pelayanan 

Publik dan Kantor Kecamatan atau 

yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

mengenai kualitas pelayanan publik di Mini 

Mal Pelayanan (MMPP) Kecamatan Sukodono 

yang bersifat deskriptif. Teknik yang 

digunakan untuk pengambilan data adalah 

dengan menggunakan teknik wawancara dan 

observasi. Dalam bab pembahasan ini akan 

dilakukan dengan cara menggabungkan hasil 

dari teknik wawancara dan observasi.  

Mini Mall Pelayanan (MMPP) ialah 

replikasi dari MPP Kabupaten Sidoarjo yang 

merupakan tempat terselenggaranya pelayanan 

publik dan pelayanan administrasi. Mini Mall 

Pelayanan Publik (MMPP) kecamatan 

sukodono mempunyai pelayanan yang sama 

dengan Mall Pelayanan Publik Sidoarjo yang 

menjadi perbedaanya adalah di tingkat 

kecamatan dan Kabupaten. Kecamatan 

sukodono terpilih sebagai kecamatan penyedia 

Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) karena 
kecamatan Sukodono sudah menduduki 

Predikat ZI (Zona Integritas) dan WBK 

(Wilayah Bebas Korupsi) mengarah ke WBBM 

(Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dan 

tempat yang strategis untuk 

mengimplementasikan inovasi  MMPP. Tujuan 

dengan adanya Mini Mall Pelayanan 

Kecamatan Sukodono adalah memberikan 

kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, 

keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat 

dalam menerima pelayanan. Mini Mall 

Pleyanan Publik (MMPP) ini lokasinya di 

Kantor Kecamatan Sukodono Jl. Raya Bukit 

Kweni.  

Kualitas pelayanan publik didefinisikan 

sebagai upaya mememnuhi segala sesuatu yang 

berkaitan dengan produksi, jasa, manusia, 

proses, dan lingkungan, serta memenuhi 

kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam hal 

barang dan jasa yang diharapkan dapat 

memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat. 

Menurut (Parasuraman, 1990) Kualitas 

Pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu 

Tangibel (Berwujud), Reliability (Kehandalan), 

Responsiviness (Ketanggapan), Assurance 

(Jaminan), dan Empathy (Empati). Untuk 

mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas 

perlu dilakukan evaluasi sehingga dapat 

membuat perubahan dan peningkatan kualitas 

yang lebih baik lagi.  

Dimesi Tangible (Bukti Fisik). Dimensi 

ini merupakan kemampuan suatu penyedia 

layanan untuk menunjukkan apresiasinya pada 

masyarakat. Pada dimensi ini ditentukan oleh 

beberapa indikator yaitu: penampilan pegawai 

dalam melayani masyarakat, keyamanan 

tempat melakukan pelayanan (sarana dan 

prasarana), kemudahan dalam proses 

pelayanan, kedisiplinan pegawai dalam 

melakukan proses pelayanan, penggunaan alat 

bantu dalam pelayanan. Dalam teori 

(Parasuraman, 1990) dimensi tangible adalah 

bukti langsung meliputi penampakan dan 

fasilitas, gedung, peralatan dan penampilan 

pegawai. 

Penilaian kualitas pelayanan publik 
sudah termasuk baik dan sesuai dengan harapan 

dari masyarakat, dalam dimensi ini hampir 

semua indikator sudah terpenuhi dan juga sudah 

sesuai dengan teori (Parasuraman, 1990). 

Penyelenggara pelayanan publik harus lebih 

mengutamakan  kenyamanan masyarakat 

dalam hal ini kelengkapan fasilitas sarana dan 

prasarana. Kenyamanan sarana dan prasaran 

yang diberikan Pemerintah Kecamatan 

Sukodono untuk Mini Mall Pelayanan Publik 

sudah sesuai dengan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara 

No.63KEP/M.PAN/7/2003 yaitu tersedianya 

sarana dan prasana kerja.  

Dimensi yang kedua adalah dimensi 

Reliability (Kehandalan). Kehandalan pegawai 

dalam memberikan pelayanan sangat 
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membantu masyarakat untuk mendapatkan 

pelayanan dengan cepat dan mudah.  Reliability 

(Kehandalan) dapat dilihat dari indikator; 

kecermatan pegawai dalam dalam melayani 

pengguna  layanan, memiliki standar pelayanan 

publik yang jelas, kemampuan pegawai 

menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan, keahlian pegawai dalam 

menggunakan alat bantu dalam proses 

pelayanan.  

Penilaian kualitas pelayanan publik 

belum dikatakan baik dan belum sesuai dengan 

harapan dari masyarakat. Pada indikator 

memiliki standar pelayanan publik yang jelas. 

Hasil dari wawancara dan pengamatan yang 

dilakukan peneliti dapatkan diketahui bahwa 

Mini Mall Pelayanan Publik (MMPP) 

Sukodono belum memiliki Standar Pelayanan 

dan SOP (Standard Operating Procedure). Hal 

ini dibenarkan oleh Bu Zoelfa selaku Kasubag 

umum dan Kepegawaian. Standar Pelayanan 

dan SOP (Standard Operating Procedure) 

hanya ada disetiap masing-masing booth yaitu 

Dispendukcapil, Bank Jatim, Pajak Pratama, 

Kantor Pos, BPJS Kesehatan, KUA, DPMPTS, 

BPPD, BPJS Ketenagakerjaan, BPR Delta 

Artha. 

Dimensi yang ketiga ialah 

Responsiviness (Ketanggapan). Pada dimensi 

ini ditentukan oleh indikator yaitu: merespon 

setiap pengguna layanan yang ingin 

mendapatkan pelayanan, pegawai melakukan 

pelayan dengan cepat dan tepat, pegawai 

melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat, 

semua keluhan direspon oleh pegawai.  

Penilaian kualitas pelayanan publik 

belum dikatakan baik dan belum sesuai dengan 

ekspetasi dari masyarakat. Pada indikator 

pegawai melakukan pelayanan dengan cepat 

dan tepat, kemudian indikator pegawai 

melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat. 

Hasil dari pengamatan dan wawancara yang 

didapatkan peneliti menunjukkan bahwa 

pelayanan disetiap booth nya sudah melakukan 

pelayanan dengan cepat kecuali untuk 

pengurusan atau membuat e-KTP. Pengambilan 

KTP harus menunggu selama tiga bulan. 

Masyarakat mendapatkan surat keterangan atau 

surat KTP sementara yang belum jadi karena 

ketersediaan blanko. Hal ini dibenarkan Bu 

Zoelfa selaku Kasubag umum dan 

Kepegawaian bahwa ketersediaan blanko KTP 

menjadikan waktu yang lama untuk para 

masyarakat yang ingin mengurus atau membuat 

e-KTP. Bu Zoelfa mengatakan ketersediaan 

blanko KTP memang kosong dari pusat yaitu 

Kabupaten Sidoarjo dan hampir semua instansi 

atau penyedia instansi kehabisan blanko.  

Dimensi yang keempat adalah 

Assurance (Jaminan). Hasil dari pengamatan 

dan wawancara yang dilakukan peneliti 

penilaian kualitas pelayanan publik belum 

dikatakan baik dan belum sesuai dengan 

ekspetasi dari masyarakat. Pada indikator 

Pegawai memberikan jaminan tepat waktu 

dalam pelayanan untuk ketetapan waktu. Dari 

beberapa masyarakat mengatakan pengambilan 

KTP harus menunggu selama tiga bulan. Pihak 

Pemerintah Kecamatan Sukodono dan Petugas 

Mini Mal Pelayanan Publik (MMPP) Sukodono 

belum bisa memberikan jaminan untuk 

pelayanan pengambilan KTP karena 

ketersedian blanko yang minim. Minimnya 

blanko KTP bukan hanya dirasakan di Mini 

Mal Pelayanan Publik dan Kantor Kecamatan 

Sukodono akan tetapi dirasakan juga dipusat 

yaitu Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo. Bu 

Zoelfa mengatakan jenis pelayanan selain 

pengurusan KTP dijamin tepat waktu. 

Kemudian Mini Mal Pelayanan Publik 

memberikan jaminan biaya kepada masyarakat 

yaitu dengan gratis atau tanpa dipungut biaya. 

Kecuali pelayanan Bank Jatim akan dikenakan 

biaya Rp. 2.900 untuk pelayanan transfer.   

Dimensi yang terakhir adalah Empaty 

(Empati). Sikap empati dimiliki oleh pegawai 

pelayanan publik. Sikap empati ditunjukkan 

dengan cara memberikan pelayanan yang sopan 

dan ramah. Pengguna layanan akan merasa 

senang apabila pegawai pelayanan melayani 

pelayanan dengan ramah dan sopan karena 

salah satu faktor utama keberhasilan dalam 
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pelayanan yaitu keramahan kepada pengguna 

layanan.   

Dari hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti, Mini Mall Publik (MMPP) Kecamatan 

Sukodono sudah menerapkan dimensi Empaty 

(Emapti). Penilaian kualitas publik yang sudah 

berjalan sesuai dengan ekspetasi masyarakat 

dalam dimensi, mendahulukan kepentingan 

pengguna layanan, pegawai melayani dengan 

ramah dan sopan santun, pegawai melayani 

menghargai setiap pengguna layanan. Akan 

tetapi pada penerapannya masih terdapat 

indikator pelayanan yang belum melayani 

dengan sikap ramah. Hal ini diungkapkan oleh 

masyarakat pengguna layanan bahwa sikap 

petugas sudah baik dalam memberikan 

pelayanan akan tetapi pegawai kurang 

memberikan keramahan dan kurang menyapa 

kepada kepada masyarakat yang menunggu 

antrian. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil tentang kualitas 

pelayanan publik di Mini Mal Pelayanan Publik 

(MMPP) Kecamatan Sukodono Kabupaten 

Sidoarjo yang dinilai dari lima dimensi yaitu, 

tangible, reliability, responsiviness, assurance, 

emphaty diperoleh hasil sebagai berikut:  
1. Dimensi Tangible, berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan terkait 

indikator tentang penampilan, 

keyamanan, kemudahan, kedisiplinan 

dan penggunaan alat bantu sudah 

diterapkan sesuai dengan keinginan 

masyarakat. Hal ini terbukti tidak ada 

keluhan dari masyarakat pengguna 

layanan.  

2. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan, dimensi Reliability dengan 

indikator; kecermatan, standar 

pelayanan publik yang jelas, 

kemampuan menggunakan alat bantu, 

keahlian menggunakan alat bantu. 

Sudah diterapkan, akan tetapi ada 

indikator yang belum berjalan sesuai 

harapan dan keinginan yaitu mengenai 

memiliku standar pelayanan publik 

yang jelas.  

3. Dimensi Responsiviness, hasil 

penelitian yang dilakukan mengenai 

indikator merespon, cepat, tepat, tepat 

waktu dan merespon keluhan pengguna 

layanan sudah diterapkan, tetapi ada 

indikator yang belum berjalan sesuai 

harapan masyarakat yaitu mengenai 

pegawai melakukan pelayanan dengan 

cepat dan tepat, pegawai melakukan 

pelayanan dengan waktu yang tepat.  

4. Dimensi Assurance yang mempunyai 

indikator jaminan tepat waktu dan 

jaminan biaya sudah diterapkan akan 

tetapi ada indikator yang belum berjalan 

sesuai keinginan masyarakat yaitu 

pegawai memberikan jaminan tepat 

waktu dalam pelayanan.  

5. Dimensi Empathy, berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan terkait 

indikator mendahulukan kepentingan 

pengguna layanan, sikap ramah dan 

sopan santun, sikap menghargai sudah 

diterapkan akan tetapi ada indikator 

yang belum berjalan sesuai keinginan 

dan harapan masyarakat yaitu pegawai 

melayani dengan ramah dan sopan 
santun.  

Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut 

peneliti memberi saran agar bisa meningkatkan 

kualitas pelayanan publik di Mini Mall 

Pelayanan (MMPP) Kecamatan Sukodono 

Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur 

1. Mini Mall Pelayanan Publik 

(MMPP) Sukodono secepatnya 

membuat Standar Pelayanan Publik 

yang jelas atau bisa juga segera 

membuat SOP agar memudahkan 

para masyarakat yang datang.  

2. Pegawai Mini Mall Pelayanan 

Publik (MMPP) Sukodono 

sebaiknya saling mengingatkan arti 

pentingnya keramahan terhadap 
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masyarakat pengguna layanan 

dalam proses pelayanan agar 

masyarakat memberikan respon 

yang baik. 

3. Membuat dan memberikan 

informasi terkait media pelayanan 

Mini Mall Pelayanan Publik 

(MMPP) Sukodono melalui website 

dan media sosial, agar masyarakat 

lebih mengenal lebih dekat tentang 

pelayanan yang disediakan Mini 

Mall Pelayanan Publik.  
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